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TENTANG

PENJABARAN PERTA NGGU NGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2OO9

BIS MILLAHIRRAH MANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

Menimbang: bahwa memenuhi ketentuan Pasal 9 Qanun Nomor 2 Tahun 2AL0 tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun
2009, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun
2009 sebagai r incian lebih lanjut dari Pertanggungiawaban Pelaksanaan Anggaran,
Pendapatan dan Belanja Kota Langsa Tahun 2009.

Mengingat : l- . Undang-Undang Nomor t2 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 33L2) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor L2 Tahun 19% (Lembaran Negara Tahun L994 Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor l-8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 4L, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685)
sebagaimana te lah d iubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor l-8 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048);
Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3988);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang
Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 3851);
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4110);
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor I37, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4250);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,  Tambahan Lembaran Negara Republ ik
Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republ ik  Indonesia Nomor a355) ;
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9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53,  Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4389) ;
10.  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sis tem Perencanaan Pembangunan

Nasional (Lembaran Negara Tahun 20M Nomor l-04, Tambahan Lembaran Negara

Nomor M2L);
11.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemer intahan Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2004 Nomor L25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437)

sebagaimana te lah d iubah beberapa kal i  terakhi r  dengan Undang-Undang Nomor L2

Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a844);

12.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Per imbangan Keuangan Antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor

L26,Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemer intahan Aceh (Lembaran

Negara tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633).
14. Peraturan Pemerintah Nomor l-09 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);

l-5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor l- l-8, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4138) ;

1"6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2001 Nomor 1l-9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4l-39);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor M16) sebagaimana telah
beberapa kal i  d iubah terakhi r  dengan Peraturan Pemer intah Nomor 21 Tahun 2007
tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 47L2);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 48,  Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4544;

19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4503) ;

20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjamam Daerah (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor L37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575):
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 138,  Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor
110,  Tambahan Lembaran Negara Nomor 551"5) ;

23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139,  Tambahan Lembaran Negara Nomor
a577) ;

24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor l-40, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4s78),

25.  Peraturan Pemer intah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar  Pelayanan Min imal  (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150,



Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585) ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi  Pemer intah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25,  Tambahan Lembaran

Negara Nomor 4614);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, laporan Keterangan Pertanggungjawaban

Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;
28. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan

Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali  terakhir dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan

Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman

Pela ksanaa n Pengadaa n Bar ang/ I asa Pemeri nta h;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20A6 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

3L. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2008 Nomor 1-2);

32. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2009 tentang Anggaran, Pendapatan dan Belanja
Kota (APBK) Kota Langsa Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Langsa Tahun 2009
Nomor 2) ;

33. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan, Anggaran Pendapatan

dan Belanja Kota (APBK) Kota Langsa Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Langsa
Tahun 2009 Nomor 2) .

MEMUTUSKAN :

MenetapKAn : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN, PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN 2009.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2009 terdir i  atas :
1 .  Pendapatan

a. Pendapatan Asli  Daerah Rp 12.843.093.264,84
b.  Dana Per imbangan Rp 312.936.632.453,00
c.  La in- la in  Pendapatan yang sah Rp 17.986.216.516.00

Jumlah Pendapatan Rp 343.765.942.233,U

2. Belanja
a. Belanja Tidak Langsung

1) Belanja Pegawai
2) Belanja Bunga
3) Belanja Subsidi
4) Belanja Hibah
5) Belanja Bantuan Sosial
6) Belanja Bagi Hasil
7)  Belanja Bantuan Keuangan
8) Belanja Tidak Terduga

b. Belanja Langsung
1) Belanja Pegawai

Rp 159.995.403.033,00
Rp
Rp
Rp 2.649.850.000,00
Rp 10.537.547.542,00
Rp
Rp 6.830.079.520,00
Rp 367.s73.485,00

Rp 180.380.453.58u,00

Rp 51.099.109.937,00



2) Belanja Barang dan Jasa
3) Belanja Modal

Jumlah Belanja
Surplus/(Defisit)

3 .  Pembiayaan
a.  Pener imaan
b.  Pengeluaran

Jumlah Pembiayaan Netto

Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan

Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud
dalam lampiran I  Peraturan in i .

Rp 45.520.117.243,27
Rp 63.167.183.562,00

Rp I59.786.4L0.742.27
Rp 340.1-6 6.864.322,27

Rp 3.599.077.911,57

Rp 14.807.139.809,10
Rp 449.419.000.00

Rp 14.357.720.809,10

Rp 17.956.798.720,67

dalam Pasal 1 tercantum

Pasal 3
Ringkasan laporan real isas i  anggaran sebagaimana d imaksud dalam Pasal  1  d i r inc i  leb ih

lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum

dalam lampiran I I  Peraturan in i .

Pasal 5
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 6
Peraturcn Walikota Langsa ini mulai berlaku pada tanggaldiundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 10 Nopember 2010 M

2 Dzulh'r1iah 1431 H
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Ditetapkan di Langsa
pada tanggal  10 Nopember 2010 M

2 Dzulhi j jah 1431 H

Pembina Utama Madya
NIP. 195607091985031003

BERITA DAERAH KOTA LANGSA
TAHUT{ 2010 NOMOR 271


